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ABSTRAK 
 
Novika Maharani, E0011230. Dasar Hukum Pengendalian Flight 
Information Region Singapura dalam Rangka Realignment Flight 
Information Region Singapura oleh Indonesia.Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2015. 
Seiring perkembangan teknologi, kini Indonesia memiliki dua (2) navigasi 
penerbangan atau flight information region (FIR), yakni di Jakarta dan Ujung 
Pandang yang mengendalikan hampir seluruh wilayah kedaulatan udara 
Indonesia. Namun pada sektor A, B dan C masih dibawah kendali FIR Singapura 
sejak Regional Aviation Navigation (RAN) Meeting I oleh  International Civil 
Aviation Organization (ICAO) pada tahun 1946 dengan alasan kemampuan 
sumber daya manusia dan sarana prasarana. Kini Indonesia memiliki sarana 
prasana yang memadai dan menjelang pemberlakuan Open Sky dalam rangka 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia hendak melakukan upaya 
realignment. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian normatif, yakni data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi 
kepustakaan yang didukung dengan wawancara narasumber. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan berdaulat mempunyai 
hak untuk mengelola ruang udaranya sesuai dengan Pasal 28 dan Annex 11 dan 
Singapura hanya memiliki dasar hukum mengendalikan FIR yakni pendelegasian 
saat RAN MeetingI tahun 1946.  Langkah selanjutnya dalam upaya realignment 
antara lain membentuk Kelompok Kerja Antar Departemen (POKJA-Interdep) 
dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI – AU, 
Kementerian Pertahanan, BNPP, dan instansi lainnya dalam upaya 
mempersiapkan realignment FIR terutama pembentukan road map dan working 
paper. Road Map ini  adalah perencanaan dalam rangka mempersiapkan langkah 
menuju realignment. Sedangkan working paper adalah proposal pengajuan 
realignment kepada ICAO dalam sidang Asia Pasific Air Navigation Plannings 
and Implementations Regional Group (APANPIRG). 
 
Kata kunci: Flight Information Region, Kedaulatan Udara, Hukum Angkasa dan 
Ruang Udara 
 
 
 
 
 
vi 
 
 
ABSTRACT 
 
Novika Maharani, E0011230. Basoc Legals Controlling Singapore Flight 
Inforation Region in order to Realignment Singapore Flight Information 
Region by Indonesia .Legal Writing (Thesis).Faculty of Law Sebelas Maret 
University. 2015. 
Along with the development of technology, now Indonesia has two (2) flight 
navigation or flight information region (FIR), which is in Jakarta and Ujung 
Pandang which control almost all parts of the air sovereignty of Indonesia. 
However, in sectors A, B and C are still under control of the Singapore FIR since 
the Regional Aviation Navigation (RAN) Meetings I by the International Civil 
Aviation Organization (ICAO) in 1946 on the grounds of human resources and 
infrastructure capabilities. Indonesia now has the infrastructure sufficient and 
towards the implementation of the Open Sky in the framework of the ASEAN 
Economic Community (AEC), Indonesia wants to perform realignment efforts. 
Type of research which is used in its law writing is normative law, that is 
secondary data. Technic of its data collecting is literature research which 
supported with resources interview. This research shows that Indonesia as a 
sovereign islands has rights to control its own air space according to Articel 28 
and Annex 11 and Singapore only has one legal fundament to control FIR which 
is the delegation by RAN Meeting I in 1946. Next step for the efforts of 
realignment include form Work Group of inter Departement (POKJA-Interdep) 
from Ministry of Transportation, Ministry of Foreign Affairs, Headquaters of Air 
Force, Ministry of Defense,BNPP, and any other in the efforts of preparation of 
FIR realignment foremost the forming of road map and working paper. Road map 
is planning in order to prepare steps to do realignment. While working paper is 
filling proposal for realignment to ICAO in Asia Pasific Air Navigation Plannings 
and Implementations Regional Group (APANPIRG) meeting.  
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MOTTO 
 
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku 
(Filipi 4:13) 
 
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah 
mengeringkan tulang. 
(Amsal 17:22) 
 
 
Semua yang terjadi adalah melalui persetujuan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka 
apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya dengan rencana terbaik-Nya dibaliknya. 
Ikhlas dan Bersyukur. 
 
Jadi yang terbaik, karena yang terbaik hanya untuk yang terbaik. Karena Tuhan 
Maha Adil. 
 
Nothing’s perfect,  but still blessed beyond deserves 
 
Blessed then be blessings 
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